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' YOGYAKARTA - Praktik oli-

garki di tengah sistem demo-
krasi di Indonesia saat ini seha-
rusnya sudah ditiadakan. Na-
mun kenyataannya, praktik oli-
garki masih dijalankan teruta-
ma di daerah-daerah akibat
banyaknyaelitpolitiklamayang
ingin mempertahankan posisi
strategismereka.

"Alasan mempertahankan
posisiparaelitlamainibiasanya
untuk mengembangkan jaring-
an perlindungan baru. Dikon-
disi itulah praktik oligarki dila-
kukan dan dapat memicu ma-
raknya politik uang. Di Indone-
siasendiri, praktikoligarkiyang
berjalan ialah oligarki partai.
Oligarki partai maksudnya,
posisi pemerintahan didomi-
nasi oleh elit-elit partai,” ujar
Peneliti dari Tsukuba Uni-

versity Takuya Hasegawa, ke-
marin.

Dalam kuliah umum ten-
tang Oligarki di Pascasarjana
UMY, Takuya menuturkan, oli-
garki merupakan teori kuno.
Dalam sistem demokrasi, hal

_ tersebut harusnya ditentang.

Karenanya, dia menyarankan
agar praktik oligarki di Indo-
nesia harus mulai dihapuskan.
Tidak secara drastis, melainkan

secara bertahap karena proses

tersebut sudah mengakarlama.

Menurut Takuya, di Indo-
nesia ada dua tipe penyebaran
kebijakan. Pertama, penyebar-
an dengan dukungan kuat dari
pemerintah pusat. Kedua, pe-
nyebaran yang dilakukan oleh
politisi yang ingin menang da-
lampemilihanimum.

"Pola pertama sudah jelas,

)ligarki Alasan Banyaknya Politik Uan

kebijakan umum ditentukan
oleh pemerintahan pusat. Se-
dangkan pada polayangkedua,
kebijakan juga ditentukan oleh
politisi, terutama pada saat me-
reka melakukan kampanye.
Saatkampanyeitulah, parapoli-
tisi akan menyerukan kebijak-
an-kebijakan baru yang akan
mereka buat saat mereka ter-

- pilihnantinya.

Kebijakanyangmerekabuat
itulahyangnantinyaakandapat
mempengaruhi publik di Indo-
nesia,"katanya.
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Priyo Purnomo mengatakan,
oligarkibisadiartikanpemerin-
tahan yang dipimpin oleh mi-
noritas. Dalam oligarki, minori-
tasyangmengontrolmayoritas.

DiIndonesia, konteks oligarki
justru mendekati praktik poli-
tikdinasti. _
"Contohnya saja dalam sis-
tem partai politik di Indonesia,
parpol akan dikuasai oleh elit
politiknya yang akan menentu-
kan arah kebijakan politik par-
tainya. Seperti PDIP elit politik-
nya Megawati, PAN dipimpin
oleh Amin Rais, atau Gerindra
oleh Prabowo yang memiliki

‘kekuasaan penuh untuk me-

nentukan kebijakan-kebijakan
politik partainya masing-ma-
sing,"katanya.

Menurut Eko, adanya prak-
tik oligarki di Indonesia dise-
babkan oleh para pembuat ke-
putusan dari kalangan peme-
rintah yang memiliki kekuasa-
an, jaringan, dankeahlian.
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